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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada KBBI, anak diartikan menjadi keturunan kedua. Pada fakta sosial, 

keturunan kedua paling tidak dapat dibedakan sebagai empat jenis anak: (1) anak 

yang lahir dari perkawinan yang legal secara materil ataupun formil (dalam 

perkawinan yang sah berdasarkan agama/keyakinan) terdapat catatannya, atau 

perkawinan yang mengikuti mekanisme Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 

Tahun 1974); (2) anak yang lahir dari perkawinan yang legal secara materil saja 

(pernikahan yang sah dari kepercayaan / agama tanpa terdapat pencatatan, atau 

perkawinan yg mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 

saja); (3) Mencegah terjadinya perkawinan yang legal dari hukum bagi anak-anak 

yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil serta formil; (4) anak yg lahir 

dampak korelasi tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel).
1
 

 Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukan adanya hubungan nasab 

dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih sunni. Para ulama sepakat 

anak hasil zina atau li’an hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu serta saudara 

ibunya. Namun ulama syi’i memiliki pendapat lain yaitu anak zina tidak mempunyai 

                                                           
 1

 Yayan Liyana Mukhlis, “Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan 

Anak”, Makalah Ilmiah, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum 

Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 1 
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hubungan nasab baik dengan ayah ataupun dengan ibu yang berzina, karena itu anak 

dari hasil perzinaan tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Hak Asuh 

buah hati pada bahasa Arab dapat dikatakan hadhanah.
2
 Hadhanah adalah 

menjalankan pengasuhan buah hati dibawah umur, baik orang tua laki-laki maupun 

orang tua perempuan, atau yang telah berusia dewasa, namun tidak sampai dewasa, 

tersedianya hal menjadikan rasa baiknya, terjaganya berdasar hal merusak mental 

anak tersebut, pendidikan kesehatan juga batin, supaya bisa mandiri diatas kakinya 

dan dapat menjalani kehidupan juga memiliki rasa bertanggungjawab yang tinggi.
3
  

Pada KHI 99 disebutkan bahwa sahnya buah hati yaitu :  

1. Lahirnya anak pada ikatan perkawinan yang sah;  

2. Anak hasil pembuahan istri kemudian melahirkan dari istri itu.  

 Buah hati merupakan seseorang dibawah 18 tahun. Kemudian menurut 

Kompilasi Hukum Islam, buah hati merupakan seorang dibawah 12 (dua belas) tahun 

juga tanpa nikah juga sebabnya tanpa kemampuan guna mandiri.
4
 Hubungan diantara 

wali dan anak adalah keharusan, tanpa dapat memutus ataupun menghalangi kondisi 

bagaimanapun, layaknya cerai, tanpa akan berdampak memutuskan tugas orang tua 

terhadap anaknya
 5

. Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 233 dengan 

tafsirnya : 

                                                           
 

2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3 Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007,hlm. 380. 

 
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana,2008,  hlm. 176. 

 
4
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, 

hlm. 151. 
 

5
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan”.  

          Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan 

diawasinya, dijaganya, dididiknya, juga dijalankannya keperluan. Orang tua wajib 

merawat anak adalah suatu kewajiban, juga menelantarkannya artinya mengantar 

anak ke kematian.
6
 Merawat anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Sebab 

dianggap remehnya merawat anak, setara bersama merusak anak tersebut.
7
 

          Lebih lanjut, dijabarkan pada KHI Pasal 105 bahwa jika bercerai:  

1. Belum dewasanya anak ataupun tidak genap berusia 12 tahun maka yang 

berhak mengasuhnya jatuh kepada ibu  

2. Dirawatnya anak mumayyiz diberi ke anak guna menetapkan ayahnya ataupun 

ibu guna pemilik berhak asuhnya; 

3. Pendanaan untuk keperluan anak dibayarkan sepenuhnya di bapak.  

 Dalam Pasal 156 huruf (a), dampak keputusan pernikahan sebab cerai adalah 

buah hati memiliki hak memperoleh hadhanah ibu. Keempat Imam Mazhab sepakat 

                                                           
           

6
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan ke-2, Jakarta: 

Kencana, 2008, hlm. 80. 

           
7
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid III, terjemahan M. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2008, hlm. 93. 
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bahwa ibunyalah yang memiliki hak asuh dan mengasuh (hadhanah) anak belum 

dewasa itu. 

          Siapapun yang mendapatkan perwalian anak setelah perceraian, nafkah anak 

tetap merupakan tanggung jawab ayahnya
8
. Tanggung jawab tersebut harus 

dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut 

dewasa atau berusia 21 tahun. Jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan 

mereka menghasilkan anak tidak genap 18 tahun, maka isterilah paling berhak 

merawat dan mengasuh anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dewasa 

karena ibu yang lebih penyayang, dan sabar.
9
 Peran ibu sangat penting terhadap anak 

yang belum mumayyiz jika ada cerai. Adapun siapa paling memiliki hak 

mengasuhnya, apabila melihat argumen di atas, maka hak mengasuh adalah ibunya.  

 Pada masalah yang disebutkan di atas, secara umum para mummayiz tanpa 

menikah ke ibunya mereka. Namun sebaliknya halnya pada Pengadilan Agama. 

Beberapa sisi telah mengirimkan gugatan terkait haknya hadhanah anak sesudah 

cerai. Anak adalah hasil pernikahan dimana ia hidup bersamaan dan wajib dilepasnya 

hubungan nikah karena penyebab-penyebab menyebabkan putusnya ikatan 

pernikahan. Lantas seperti apa hakim menyelesaikan kasus haknya hadhanah? agar 

hak tersebut dialihkan, jika anak yang disengketakan belum dewasa, tidak jatuh ke 

tangan ibu, tetapi jatuh ke tangan ayahnya. Majelis hakim tentunya memiliki 

                                                           
 

8
 Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Akibat 

Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume VI Nomor 1, Maret 2020, hlm. 123. 

           
9
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 391. 
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pertimbangan hukum atas putusan tersebut. Dari ketentuan dan argumen diatas, jika 

pada keluarga ada cerai, siapa paling memiliki hak untuk diasuhnya anak tanpa 

mumayyiz adalah ibunya.  

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab anak terhadap ayahnya dapat 

terjadi karena :  

1. Nasabnya melewati pernikahan  yang  Sah, Imam fikih bersepakat jika anak 

keluar berdasar perempuan pada sebuah pernikahan sahnya ternisabkan pada 

suaminya perempuan itu.  

2. Nasab Melalui Perkawinan yang fasid, Perkawinan fasid merupakan 

perkawinan berjalan dengan kondisi kurang, berupa holistik ataupun lainnya, 

layaknya tanpa terdapat walinya (untuk Mazhab Hanafi wali tanpa sebagai 

persyaratan sah pernikahan) dan tidak terdapat kesaksian ataupun kesaksian 

perkawinan tersebut kesaksian bohong.
10

 

 Sebagaimana pada putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 

76/Pdt.P/2022/PA.Plg mengenai perwalian anak dari seorang WNA dan WNI dari 

perkawinan yang tidak tercatat. Dimana kedua orang tua dari anak tersebut 

melaksanakan perkawinan pada tahun 2013 di wilayah hukum KUA Ilir Barat II, 

Kota Palembang namun tidak tercatat, di dalam perkawinan tidak tercatat tersebut, 

keduanya telah memiliki anak, namun pada tahun 2020 kedua orang tua anak tersebut 

                                                           
 

10
 Sari Pusvita. Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Implikasinya terhadap Harta Warisan, Jurnal IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, Vol. 1, No. 2 

(2018), diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338 tanggal 25 Oktober 

2022 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338
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bercerai, dan sang ayah meminta perwalian anak dialihkan kepada dirinya 

dikarenakan istrinya dianggap menelantarkan anak tersebut. 

 Pada putusan Pengadilan Agama Soreang No.264/Pdt.P/2021/PA.Sor 

melaksanakan perkawinan pada tahun 2019 di wilayah hukum Kecamatan Ciparay, 

Kabupaten Bandung, dalam perkawinan tersebut kedua pemohon berstatus duda cerai 

dan janda cerai, status kewarganegaraan keduanya adalah WNI, dalam perkawinan 

tidak tercatat tersebut kedua pasangan perkawinan tidak tercatat ini memiliki dua 

orang anak, dimana pada tahun 2020 keduanya bercerai. Pada tahun 2021 ayahnya 

meminta perwalian kedua anaknya diberikan kepada ayahnya dikarenakan 

ketidakmampuan ibu baik secara fisik maupun materil. 

 Kedua putusan ini sama-sama menangani perkara perwalian anak dari 

perkawinan tidak tercatat, hal yang terjadi pada perkara ini kedua orang tua dari anak 

yang ditetapkan ini menikah secara agama Islam dan memiliki anak dari hasil 

perkawinan yang tidak tercatat, dalam kedua putusan ini hakim menjatuhkan hak 

asuh anak kepada ayahnya, perbedaan dari kasus ini jika pada putusan Pengadilan 

Agama Palembang merupakan perwalian anak dari perkawinan yang tidak tercatat 

hasil perkawinan campuran, sedangkan putusan Pengadilan Agama Soreang 

merupakan hasil perkawinan tidak tercatat yang keduanya merupakan Warga Negara 

Indonesia. 

 Menurut apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut, peneliti ingin 

menjalankan pembandingan putusan hakim Pengadilan Agama Palembang dan 

Pengadilan Agama Soreang terkait perwalian anak dari perkawinan tidak tercatat 
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secara hukum negara dan kedua orang tua anak yang bercerai, maka dari itu penulis 

tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul : “PERTIMBANGAN HAKIM 

DALAM PEMBUKTIAN PERWALIAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK 

TERCATAT”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Menurut apa yang melatar belakangi masalah sudah diuraikan sebelumnya 

hasilnya dapat diambil perumusan permasalahan berupa: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan No.76/Pdt.P/2022/PA.Plg 

juga No.264/Pdt.P/2021/PA.Sor, sehingga memberikan hak perwalian anak 

kepada ayah?  

2. Apa yang menjadi indikator bagi hakim dalam menentukan perwalian anak 

yang akan diberikan kepada ibu atau kepada ayahnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian di tugas akhir penulis yang hendak diraih merupakan:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Plg dan putusan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Sor, 

sehingga memberikan hak perwalian anak kepada ayah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator bagi hakim dalam menentukan 

perwalian anak yang akan diberikan kepada ibu atau kepada ayahnya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kebermanfaatan penulisan umumnya bisa diperoleh dari penelitian 

sifatnya teoritis juga praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada perbandingan 

studi hukum perkawinan, khususnya hukum Perkawinan dalam hal 

perwalian anak dari perkawinan yang tidak tercatat. 

2. Manfaat Praktis 

a.    Manfaat untuk hakim 

Tulisan penulis harapannya bisa dijadikan masukan bagi hakim dalam 

memutuskan perkara perkawinan yang tidak tercatat serta asal usul 

anak. 

b.    Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi para pihak, 

seperti ayah, ibu, ataupun anak dalam perwalian anak pada perkawinan 

yang tidak tercatat. 

 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup 

penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas 

mengenai perkawinan yang tidak tercatat dan perwalian buah hati berdasar 
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pernikahan yang tanpa dicatatkan juga apa pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Palembang juga Pengadilan Agama Soreang saat memutuskan kasus 

perwalian anak.  

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang 

akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian 

atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap sangat 

berkaitan oleh peneliti.
11

 Teori Perlindungan Hukum akan dijadikan Kerangka 

Teori dalam penulisan skripsi ini. 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo yaitu 

melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan 

hukum ditujukan untuk memperoleh hak-hak hukum.
12

 

  Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, masing-masing 

perbedaan itu adalah : 
13

 

 

 

                                                           
11

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. 

hlm. 77. 

 
12

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cetakan Ke-8, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, 

hlm.53. 
 

13
 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surabaya: Bina 

Ilmu, 2003,hlm.3. 
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1. Perlindungan Hukum Represif 

Adalah dilindunginya terakhir yang mencakup hukuman layaknya, 

penjara, denda, juga penghukuman penambahan tersedia bagi yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Perlindungan Hukum Preventif 

Adalah terlindunginya hukum pemberian pemerintahan yang bertujuan 

guna menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan sebelum terjadi 

pelanggaran lainnya. 

Pelindungan hukum anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 1 ayat (1) dikatakan buah hati merupakan makhluk hidup di bawah umur 

18 pun juga yang ada di kandungan. Apabila seseorang di bawah umur 18, 

hasilnya seseorang itu dianggap belum cakap atau masih dibawah umur.
14

 

Hubungan teori perlindungan hukum pada penelitian penulis guna 

memberi perlindungan hukum terhadap anak jika anak ingin bertemu dengan 

ibunya setelah perceraian kedua orang tuanya dengan menggunakan 

perlindungan hukum preventif. 

2. Teori Pembuktian 

 Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara dan merupakan 

tambahan dari aturan tentang bagaimana para pihak harus bertindak dalam 

                                                           
 

14
 Undang-Undang No.35 tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 
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bertukar kesimpulan dan mengajukan bukti untuk memperkuat keabsahan 

posisinya.harus bertindak untuk membuktikan bahwa hukum Hubungan antara 

para pihak dalam hal ini tergantung pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang 

diajukan ada tidaknya. sehingga nantinya dapat ditentukan pihak mana yang 

dianggap berhasil membuktikan kebenaran posisinya. 

Bukti dapat diberikan secara lisan. (disampaikan oleh saksi di 

pengadilan), dokumen hukum, atau material (benda fisik lainnya selain 

dokumen) menurut sistem HIR dalam hukum perdata Hakim terikat oleh bukti 

yang benar. Artinya hakim dapat mengambil keputusan. (scheduling putusan) 

hanya menurut pembuktian dikuasai hukum. Ditetapkan dalam Pasal 164 HIR, 

284 RBg juga 1866 BW.
15

 

Hukum alat bukti ada di Hukum Acara Perdata mendapat tempat amat 

utama, dapat dilihat bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk 

menjaga dan memelihara hukum materiil. resmi Hukum pembuktian mengatur 

bagaimana bukti disajikan. Sebagaimana disebutkan dalam RBg dan HIR, 

sementara itu, secara materil, hukum pembuktian menentukan diterima atau 

tidaknya barang bukti tertentu di persidangan. serta kekuatan bukti dari alat 

bukti.
16

 

Dalam proses keperdataan, satu dari banyak kewajiban hakim 

merupakan memeriksa benarkah ada kaitan hukum jadi landasan menggugat 

                                                           
 

15
 Eka Sulastri Ningsih “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian 

Perkara Perdata”,Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 7 

 16
 Ibid, hlm. 8 
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itu terdapat ataupun sebaliknya. Hubungan hukum yang harus dibuktikan jika 

penggugat ingin memenangkan kasusnya. Jika penggugat tidak dapat 

membuktikan dalil-dalil yang mendasari gugatannya, kasus ini akan ditolak. 

Tapi kalau cara lain, kasus ini akan disetujui. Jenis-jenis alat bukti adalah 

sebagai berikut: Alat bukti lunak adalah alat bukti yang diajukan penggugat 

tanpa menghadirkan alat bukti sama sekali atau memberikan alat bukti tetapi 

tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menerima dalil perkara, 

artinya alat bukti tersebut hanya alat bukti primer saja (kracht van start 

bewijs). Bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar bagi hakim untuk 

menerima dakwaan.
17

 

Hubungan teori pembuktian dalam penelitian ini untuk mengetahui apa 

saja bukti-bukti yang membuat putusan Pengadilan Agama Palembang dan 

Pengadilan Agama Soreang atas putusan hakim terkait hak asuh anak yang 

jatuh kepada ayahnya. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim yang terpenting yaitu dalam memilih adanya 

kualitas sebuah keputusan adalah rasa adil (ex aequo et bono) juga memiliki 

pastinya hukum. Ada pula keuntungan untuk pihak terlibat akibat putusan 

hakim pun wajib dipertimbangkan bersama cermat juga hati-hati. Jika 

pertimbangan hukum hakim tanpa diteliti dengan bijaksana, hasilnya putusan 

hakim berdasarkan pertimbangan hukum hakim itu batal di  Pengadilan 

                                                           
 

17
 Ibid, hlm. 9 
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Tinggi ataupun Mahkamah Agung.
18

, Pada umumnya, pertimbangan hukum 

hakim pun harus mencakup berupa:  

a. Poin-poin utama juga persepsi atau argumentasi tidak ditolak. 

b. Analisis yang komprehensif terhadap putusan atas informasi/bukti yang 

dibuktikan selama persidangan.. 

c. Keberadaan seluruh sisi berdasar subpetite penggugat wajib 

dipertimbangkan sendiri. sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah 

gugatan itu terbukti dan tidak dalam putusannya. 

 Landasan hakim pada dijatuhkannya keputusan wajib berdasar pada 

teori serta akan terjadi penelitian berhubungan sebagai akibatnya diperolehnya 

karena tulisan tepat juga imbang pada tingkat teoritis juga praktis. Satu dari 

banyak perjuangan guna tercapainya pastinya hukum. Oleh hakim sebagai 

petugas ditegakannya hukum melewati putusan bisa jadi ukuran adanya 

pastinya hukum. Kekuasaan kehakiman yang utama ada dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 juga 25, juga di Undang-Undang No.48 

tahun 2009. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terjaminnya terdapat 

kekuasaan kehakiman merdeka. Point tersebut sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 24, khususnya di pemaparannya juga pemaparan Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang No.48 tahun 2009, berupa peradilan merupakan kuasa negara 

merdeka. Terselenggaranya pengadilan untuk ditegakkannya hukum juga rasa 

                                                           
 

18
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140 



14 

 

 
 

adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga Pancasila untuk 

diselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia.
19

. Kekuasaan 

kehakiman bersifat mandiri dalam ketentuan ini, artinya bebas dari campur 

tangan pihak luar pengadilan kecuali layaknya pada Undang-Undang Dasar 

tahun 1945. dan keadilan, menurut Pancasila, merupakan hasil suatu putusan 

yang mencerminkan rasa adil warga. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) ditegaskan 

kekuasaan kehakiman dilaksanakan Mahkamah Agung juga lembaga 

peradilan bawah Mahkamah Agung pada lingkup Pengadilan Agama, umum, 

Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.
20

 

 Hakim harus menjalankan tegaknya hukum juga rasa adil yang tanpa 

berpihak harus ditegakkan. Hakim saat peradilan wajib mempelajari dulu 

benarnya kejadian disampaikan untuknya. Menilai atas kejadian yang akan 

dipertimbangkan kemudian diberikan dan dikaitkan dengan aturan sah. 

Setelah itu, hakim bisa memutuskan kejadian tersebut. Hakim dianggap 

mengetahui hukum, oleh karena itu menolak untuk mempelajari dan menilai 

peristiwa yang disampaikan kepadanya, itu dikendalikan. Dalam Pasal 16 ayat 

(1) Undang-Undang No.35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 

yaitu “Pengadilan tidak bisa menolak buat menilik serta mengadili suatu 

perkara yang diajukan menggunakan dalih bahwa hukum tidak atau samar-

samar, melainkan wajib buat mengusut serta mengadilinya”. 

                                                           
 

19
 Ibid, hlm. 142 

 
20

 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 94. 
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 Hubungan teori pertimbangan hukum hakim pada penelitian ini guna 

mencari perbandingan antara putusan Pengadilan Agama Palembang dan 

Pengadilan Agama Soreang atas putusan hakim terkait hak asuh anak yang 

jatuh kepada ayahnya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam mengkaji setiap permasalahan hukum harus sesuai dengan apa 

pembahasannya, jenis penelitian akan dipakai pada tulisan penulis adalah 

metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan 

metode penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan dengan 

cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data 

sekunder belaka.
21

 Guna penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan 

yang berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan 

dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup metode 

penelitian hukum normatif terdapat atas penulisan pada asas hukum, penulisan 

pada sistem hukum, penulisan pada hubungan hukum secara vertikal juga 

horizontal, dibandingkannya hukum, dan sejarah hukum. 

 

                                                           
 

21
 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13. 
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2. Metode Pendekatan 

 Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa 

pendekatan konseptual (conceptual approach),  pendekatan perundang-

undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Merupakan suatu macam mendekatkan di penulisan hukum memberi 

pandangan analisis untuk memecahkan masalah pada penulisan hukum 

dapat diperlihatkan berdasar konsepan hukum pada latar belakang ataupun 

bahkan dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam norma-norma dalam hukum. 

Seperti pada konsep di bawah aturan.
22

 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Mendekatkan Perundang-Undangan merupakan sebuah bentuk penulisan 

hukum dengan bertujuan untuk memahami dan menganalisa secara 

komprehensif, hirarki hukum dan asas dalam hukum. Pendekatan tersebut 

dijalankan bersama ditelaahnya seluruh aturan terkait bersama masalah 

hukum sedang ditangani. Ini adalah pendekatan hukum dan peraturan..
23

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang didapatkan dari 

isu-isu hukum yang ditelaah dan dipelajari guna mendapatkan gambaran 

                                                           
 22

 Saplaw, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian 

Hukum”, diakses dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-

dalam-penelitian-hukum/ diakses tanggal 28 November 2022. 
23

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif danEmpiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157. 
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tentang dampak dimensi normalisasi negara hukum terhadap praktik 

hukum. dan menggunakan hasil analisis untuk memasukkan penjelasan 

hukum.
24

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber Bahan Hukum akan dipakai penulis di tulisannya berupa: 

a.   Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum berdasar lembaga hukum, isinya utama berdasar 

peraturan hukum.
25

 catatan resmi atau pasal-pasal dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan. Penulis akan menggunakan bahan hukum 

primer yang terdiri sebagai berikut :  

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. 

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

                                                           
 

24
 Ibrahim, Johni, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III, Malang, 

Bayumedia Publishing, 2007,  hlm. 321. 

 
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI, Press 

cetakan ke-3, 2010, hlm. 117. 
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Islam. 

b.   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan 

hukum utama. Deskripsi tentang bahan hukum utama tersedia juga dapat 

dianalisis secara mendalam.
26

 Dokumen hukum sekunder yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya ilmiah yang 

berkaitan dengan tulisan penulis. 

c.    Bahan Hukum Tersier 

Adalah hukum dengan memberi saran juga menjelaskan seputar bahan 

hukum primer juga bahan hukum sekunder layaknya ensiklopedia, kamus 

hukum, juga lainnya.
27

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penulisan ini akan menggunakan studi kepustakaan, studi 

kepustakaan adalah bentuk pencarian bahan-bahan kepustakaan berbagai 

karya tulis maupun jurnal berkaitan bersama penelitian sedang didalami 

oleh penulis yaitu perbandingan kasus keputusan Pengadila Agama 

Palembang No. 76/Pdt.P/2022/PA.Plg juga Pengadilan Agama Soreang 

No. 264/Pdt.P/2021/PA.Sor tentang Perwalian Asal Usul Anak. 

 

                                                           
 26

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 23. 

 
27

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam metode penelitian ini 

bersifat perspektif kualitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan 

kualitatif terhadap materi primer dan sekunder, termasuk muatan struktur 

hukum positif. Hukum positif adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pencipta. Menentukan pengertian kaidah hukum sebagai acuan 

penyelesaian sengketa hukum.
28

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk terjawabnya persoalan penelitian 

dengan metode induktif, metode induktif adalah metode yang digunakan 

dalam berpikir dengan cara menjelaskan permasalahan-permasalahan 

yang sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang bersifat 

umum.
29

 

                                                           
 

28
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004, hlm. 107. 

 
29

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : CV. Mandar Maju, 

2008, hlm. 35. 
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